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PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Muara Talang, 09 Mei 1980, agama Islam,

pekerjaan  Buruh  Sawit,  pendidikan  SD,  tempat

kediaman  di  XXXX,  Provinsi  Jambi,  sebagai

Pemohon;

melawan

XXXX, tempat  dan  tanggal  lahir  di  koto  langgang,  05  Januari  1989,  agama

Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  tempat

kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  23 Agustus

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu

juga dengan register perkara Nomor  369/Pdt.G/2023/PA.Bko, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada  tanggal  12  Januari  2015,  Pemohon dan  Termohon telah

melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linggo Sari  Baganti,  Kabupaten

Pesisir  Selatan,  Provinsi  Sumatera  Barat,  sebagaimana  sesuai  dengan

Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 12 Januari 2015;  

Halaman 1 dari 13. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon

bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di XXXX, Provinsi

Sumatera Barat selama 2 (dua) hari,  setelah itu pindah tempat tinggal ke

rumah kediaman orang tua Pemohon di  XXXX, Provinsi Jambi dan setelah

menikah  Pemohon  dengan  Termohon  telah  melakukan  hubungan

sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba'da  dukhul)  dan  telah  dikaruniai  1

(satu) orang anak yang bernama XXXX, anak pertama, Perempuan, lahir di

Koto  Langang  5  Juli  2016,  pendidikan  Sekolah  Dasar  anak  tersebut

sekarang berada di bawah asuhan Termohon;  

3. Bahwa pada bulan Maret 2015, rumah tangga Pemohon dengan

Termohon tidak rukun lagi disebabkan pada saat itu Pemohon tidak tepat

waktu  memberikan  uang  belanja  kebutuhan  rumah  tangga  kepada

Termohon, akan tetapi Termohon malah marah-marah dan bersikap kasar

yakni memukul badan Pemohon;  

4. Bahwa  puncak  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada

bulan Februari 2021, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara

Pemohon  dengan  Termohon  seperti  yang  tersebut  di  atas,  sehingga

Pemohon  dan  Termohon  kembali  bertengkar  perihal  Pemohon  masih

terlambat memberikan uang belanja kepada Termohon dikarenakan hal ini

membuat Termohon emosi yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah

kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orang tua  Termohon

sebagaimana alamat  Termohon  tersebut di atas;  

5. Bahwa sejak  bulan  Februari  2021,  Pemohon dengan  Termohon

berpisah  tempat  tinggal,  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak

menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah

berjalan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;  

6. Bahwa  setelah  pisah  kedua  belah  pihak  keluarga  Pemohon  dan

Termohon  belum  pernah  berupaya  merukunkan  Pemohon  dengan

Termohon;  

7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi

hidup  berumah  tangga  dengan  Termohon  dan  berkesimpulan  perceraian

adalah  jalan  terbaik  dan  untuk  itu  Pemohon  mohon  di  izinkan  untuk

menjatuhkan talak kepada Termohon;  
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8. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayarkan  biaya  nafkah  iddah  untuk

Termohon sejumlah Rp5.000,00 x 90 hari = Rp450.000,00 (empat ratus lima

puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;  

9. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon

sejumlah 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  

10.Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19

Peraturan Pemerintah No.  9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Bangko  kiranya  berkenaan

menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko:

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon

sejumlah Rp5.000,00 x 90 hari = Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

rupiah) selama 3 (tiga) bulan;  

4. Menetapkan  biaya  nafkah  mut'ah  kepada  Pemohon  sejumlah

50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  

5. Menetapkan  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;  

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari  persidangan yang telah ditetapkan,  Pemohon telah

hadir  di  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  hadir  dan  tidak  menyuruh

orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi

dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu

halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun

kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak

hadir  di  persidangan,  maka  proses  mediasi  sebagaimana  PERMA Nomor  1
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tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan

sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum

dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  hadir,  Termohon  tidak  dapat

didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

 Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah atas  nama  XXXX dengan  XXXX,  Nomor

XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Linggo

Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, tanggal

12 Januari  2015. Bukti  surat tersebut  diperiksa oleh Majelis Hakim dan

ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos.

Kemudian  bukti  surat  tersebut  diberi  tanggal  dan  diparaf  oleh  Ketua

Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Petani  Sawit,  tempat  kediaman  di  XXXX,  Provinsi  Jambi. Dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, jarak rumah dengan Pemohon

kurang lebih 30 meter; 

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Januari 2015;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  terakhir  tinggal  bersama  di  rumah

kediaman orang tua Pemohon di XXXX; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  kurang  lebih  tahun  2017  rumah

tangga  mereka  mulai  goyah.  Mulai  Sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; 
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

terjadi  karena  Termohon  marah-marah  dan  bersikap  kasar  yakni

memukul  badan Pemohon hanya karena Pemohon tidak tepat  waktu

memberikan uang belanja kebutuhan rumah tangga kepada Termohon,

Pemohon dan Termohon keduanya tuna rungu; 

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon

sedang  bertengkar  pada  saat  saksi  sedang  berkunjung  ke  tempat

kediaman  Pemohon  dan  Termohon,  saksi  juga  mengetahui  perihal

pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  rumah  sejak  bulan

Februari 2021 sampai dengan sekarang; 

- Bahwa  sejak  berpisah,  Pemohon  sudah  pernah  berusaha  untuk

mengunjungi  Termohon,  namun  Termohon  tetap  tidak  mau  untuk

bersama dengan Pemohon lagi; 

- Bahwa saksi dan pihak keluarga kesulitan untuk mendamaikan karena

sulit berkomunikasi, kedua-duanya tuna rungu; 

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  merukunkan  kembali

Pemohon dan Termohon;

2. XXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  XXXX,  Provinsi  Jambi. Dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  adalah  tetangga  Pemohon,  saksi  bertetangga  dengan

Pemohon sejak dulu, sejak tahun 1990; 

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Januari 2015;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  terakhir  tinggal  bersama  di  rumah

kediaman orang tua Pemohon di XXXX; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  kurang  lebih  tahun  2017  rumah

tangga  mereka  mulai  goyah.  Mulai  Sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; 
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- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

terjadi karena Termohon sering marah-marah dan bersikap kasar yakni

memukul  badan  Pemohon,  penyebabnya  karena  masalah  ekonomi

yang kurang; 

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon

sedang bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, di tempat umum, Termohon

memukul Pemohon dengan menggunakan gayung; 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  rumah  sejak  bulan

Februari 2021 sampai dengan sekarang; 

- Bahwa  sejak  berpisah,  Pemohon  sudah  pernah  berusaha  untuk

mengunjungi  Termohon,  masih  antar  uang  untuk  anaknya  namun

Termohon tetap tidak mau untuk bersama dengan Pemohon lagi; 

- Bahwa saksi kesulitan untuk mendamaikan karena sulit berkomunikasi,

kedua-duanya tuna rungu; 

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  merukunkan  kembali

Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak

akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak mengajukan

bukti  tambahan  lagi  dan  mengajukan  kesimpulan  yang  pada  pokonya  tetap

dengan dalil-dalil permohonan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya

telah  dicatat  dalam  berita  acara  sidang,  dan  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dipanggil  untuk

menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal

145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan

patut  dan  pihak  Pemohon  in  person  datang  menghadap  di  persidangan

sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai
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wakil  atau  kuasanya  dan  tidak  ternyata  ketidakhadiran  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya

Termohon  telah  dapat  dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini  telah  dapat

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal

149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  dengan  tidak  hadirnya  Termohon  maka  perkara

aquo tidak  dapat  dilakukan  mediasi  sehingga  pemeriksaan  dilanjutkan  pada

tahap  litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun

kembali  dengan Termohon, namun tidak berhasil,  sedangkan Pemohon tetap

mempertahankan isi permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada

pokoknya  Pemohon  mohon  agar  diberi  izin  untuk  menceraikan  Termohon

dengan  alasan  bahwa  sejak  bulan  Maret  2015  Pemohon  dengan  Termohon

tidak  harmonis  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

disebabkan karena Termohon marah-marah dan bersikap kasar yakni memukul

badan Pemohon hanya karena Pemohon tidak tepat waktu memberikan uang

belanja  kebutuhan  rumah  tangga  kepada  Termohon  yang  akibatnya  antara

Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021

hingga sekarang;

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  hadir  di  persidangan,  dengan

demikian  ketidakhadiran  Termohon tersebut  menurut  hukumnya,  Termohon

telah dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena

perkara  ini  tentang  perceraian,  maka  Pemohon  tetap  diwajibkan  beban

pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon

beralasan  hukum  dan  tidak  melawan  hak,  Majelis  Hakim  perlu

mempertimbangkan bukti  yang diajukan Pemohon. Hal ini  bukan saja karena

adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah,

juga  karena  menurut  hukum  permohonan  cerai  didasarkan  pada  alasan

perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi
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keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.  Dan

bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua)

orang saksi seperti diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P  berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan

sempurna,  secara  formil  memenuhi  syarat  pengajuan  bukti  tertulis,  yakni

fotokopi  buku nikah tersebut  telah dimeterai  dan dicocokkan dengan aslinya

ternyata  cocok,  secara  materiil  juga  relevan  dengan  dalil  Pemohon,  maka

terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang

sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum

(legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat  bukti  tertulis,  Pemohon juga telah

mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang,  bahwa  terhadap  kesaksian  kedua  saksi  di  atas,  oleh

karena  telah  memenuhi  syarat  formil kesaksian  yakni  keduanya  merupakan

orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka

persidangan  dan  dibawah  sumpah,  secara  materiil  kesaksian  kedua  saksi

tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-

sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon

yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan

sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1)

dan  pasal  309  R.Bg kesaksian  tersebut  dapat  diterima  dan  dijadikan  dasar

mempertimbangkan dalil Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian 2 (dua) orang

saksi  serta  keterangan  Pemohon  tersebut,  ternyata  saling  bersesuaian  dan

mendukung  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,  maka  Majelis  Hakim  telah

memperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa sejak  bulan  Maret  2015  antara  Pemohon dan  Termohon  telah

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena
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Termohon sering marah-marah dan bersikap kasar yakni  memukul  badan

Pemohon  hanya  karena  Pemohon  tidak  tepat  waktu  memberikan  uang

belanja kebutuhan rumah tangga kepada Termohon;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan

Februari 2021 sampai dengan sekarang;

4. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  kesulitan  untuk  didamaikan  karena

kesulitan berkomunikasi, Pemohon dan Termohon kedua-duanya tuna rungu;

5. Bahwa  saksi  I  dan  saksi  II  tidak  sanggup  lagi  untuk  mendamaikan

Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

bahwa suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan

hak  apabila  didasarkan  pada  alasan  antara  lain  bahwa:  “Suami  istri  terus

menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan

secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut

dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik,  Pemohon

dan  Termohon  juga  telah  berpisah  rumah  sekurang-kurangnya  sejak  bulan

Februari 2021 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak

dan kewajibannya sebagai suami isteri, dan keluarga, serta pengadilanpun juga

sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon,

namun  tidak  berhasil,  maka  secara  kontekstual  patut  dimaknai  sebagai

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan hukum

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian

yang  diajukan  oleh  Pemohon  telah  terbukti  dan  telah memenuhi unsur

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal

19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan  Jo.
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Pasal  116  huruf  (  f  )  Kompilasi  Hukum Islam,  maka permohonan  Pemohon

tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang,  bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai,

sehingga  perceraian  ini  adalah  untuk  yang  pertama kali,  maka  permohonan

Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon  sebagaimana  diatur  dalam

ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Pertimbangan Petitum Mut’ah dan Nafkah Iddah

Menimbang,  bahwa  Pemohon  juga  memohon  agar  ditetapkan  untuk

membayar nafkah selama masa iddah dan mut’ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan mut’ah

sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang,  bahwa  atas  kesediaan  tersebut  Termohon  tidak  dapat

didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan

mut’ah  kepada  Termohon,  dan  Termohon  pun  tidak  pernah  hadir  ke

persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui tentang jumlah mut’ah yang

diajukan oleh Termohon, oleh karena itu tentang hal-hal lainnya yang berkaitan

dengan  syarat-syarat  wajib  atau  tidaknya  seorang  suami  untuk  memberikan

mut’ah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian

Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan

dan  dihukum  untuk  memberikan  mut’ah  kepada  Termohon  sejumlah

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah bersedia untuk memberikan nafkah

iddah  sejumlah  Rp450.000,00  (empat  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  kepada

Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut, Termohon tidak

dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia memberikan

nafkah  iddah  kepada  Pemohon,  dan  Termohon  tidak  pernah  hadir  ke

persidangan, maka Termohon dianggap menyetujui jumlah nafkah iddah yang
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diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya tentang hal-hal lainnya yang berkaitan

dengan  syarat-syarat  wajib  atau  tidaknya  seorang  suami  untuk  memberikan

nafkah iddah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (b) jo.

Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan

dipertimbangkan  lagi.  Dengan  demikian  Hakim berpendapat  telah  memenuhi

rasa  keadilan  apabila  Pemohon  ditetapkan  dan  dihukum untuk  memberikan

nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh

ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  untuk  melindungi  kepentingan  perempuan  yang

sedang  berhadapan  dengan  hukum  sebagaimana  tercantum  dalam  PERMA

No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim dapat menghukum

seorang  suami  yang  akan  menceraikan  isterinya  in  casu  Pemohon  untuk

membayar  akibat-akibat  perceraian  sebagaimana  tersebut  di  atas  kepada

Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan dan permohonan Pemohon  tidak melawan hak atau bertentangan

dengan  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg,

permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pemohon

dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1.Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 
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3.Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko; 

4.Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  kepada  Termohon  sesaat

sebelum  ikrar  talak  diucapkan  Pemohon  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Bangko berupa: 

4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 

4.2. Nafkah  selama  masa  Iddah  sejumlah  Rp450.000,00  (empat  ratus

lima puluh ribu rupiah); 

5.Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Bangko  pada  hari  Selasa  tanggal  12  September  2023  Masehi

bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah oleh Dr. Salman, S.H.I., M.A

sebagai Ketua Majelis,  Dra. Hj. Ermiwati B dan  Muhammad Aulia Ramdan

Daenuri,  S.Sy.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu  juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zari Wardana,

S.H.I.,M.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto.

Dr. Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota, 

dto.

Dra. Hj. Ermiwati B

Hakim Anggota,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto.

Zari Wardana, S.H.I.,M.Sy
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Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 50.000,00
-  Panggilan : Rp 550.000,00
-  PNBP Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp             10.000,00  
J u m l a h : Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bangko

Hudori, S.Ag., M.H

Halaman 13 dari 13. Putusan No.369/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


